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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KUTAI TIMUR 

TAHUN 2010 NOMOR 8  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 

NOMOR  8  TAHUN 2010 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI KUTAI TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan strategis untuk 

mewujudkan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara yang menjadi 

kewajiban pemerintah bersama orang tua dan masyarakat serta 

dunia usaha; 

c. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjawab 

berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka 

pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan 

akses peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan 

tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem 

pendidikan; 

d. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan 

wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah 

daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum 

dalam penyelenggaraan pendidikan; 

e. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sumberdaya manusia 

perlu lebih ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

pendidikan di Kabupaten Kutai Timur; 
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f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, b, c, d  dan huruf e diatas perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4586); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

3411); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3763); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3764); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan 

Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

3460); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan 

Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   

3461); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 

Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

omor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

3484); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta 

Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  3485); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4496); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tentang Guru 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4941). 
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Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KUTAI TIMUR 

dan 

BUPATI KUTAI TIMUR 

Menetapkan   :   PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah. 

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. 

6. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang 

bertanggungjawab di bidang pendidikan.  

7. Dewan Pendidikan Kabupaten adalah lembaga mandiri yang 

beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.  

8. Komite Sekolah/ Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat 

yang peduli pendidikan. 

9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 

dalam penyelenggaraan pendidikan.  
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10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.  

11. Dunia Usaha/Dunia Industri adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.  

12. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau 

masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan 

formal maupun non formal.  

13. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. 

14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu 

bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan 

anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 

(enam) tahun.  

15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk 

satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 

program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) 

tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.  

16. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk 

satuan PAUD pda jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 

program pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) 

tahun. 

17. Taman Pendidikan Agama selanjutnya disebut TPA adalah salah satu 

bentuk pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program 

pendidikan keagamaan.  

18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang 

sederajat.  
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